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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

RANCANGAN

PERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

PENERAPANDISIPLINDANPENEGAKANHUKUM PROTOKOLKESEHATANSEBAGAI

UPAYAPENCEGAHANDANPENGENDALIANCORONAVIRUSDISEASE2019

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABONTANG,

Menimbang : a.bahwaberdasarkanketentuanhurufb angka6 instruksi

KEDUA InstruksiPresidenNomor6Tahun2020tentang

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona

VirusDisease2019danangka2instruksiKEDUAInstruksi

MenteriNomor4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

KesehatansebagaiUpayaPencegahandanPengendalian

CoronaVirusDisease2019diDaerah,dimanaWaliKota

diinstruksikanuntukmenyusundanmenetapkanPeraturan

WaliKota yang berkaitan dengan penerapan protokol

kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona

VirusDisease2019;

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud

dalam hurufa,perlu menetapkan Peraturan WaliKota

tentangPenerapanDisiplindanPenegakanHukum Protokol

KesehatansebagaiUpayaPencegahandanPengendalian
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CoronaVirusDisease2019;

Mengingat : 1.

2.

Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,

KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimurdanKota

Bontang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran), Negara Republik

IndonesiaNomor3839)sebagaimanatelahdiubahdengan

Undang-UndangNomor7Tahun2000tentangPerubahan

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,

KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimurdanKota

Bontang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimana

telahdiubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-Undang

Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor58,Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN

DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOLKESEHATAN SEBAGAI

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS

DISEASE2019.

BABI
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KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanWaliKotainiyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBontang.

2. WaliKotaadalahWaliKotaBontang.

3. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuWaliKotadanDewanPerwakilanRakyat

Daerahdalam penyelenggaraanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan

Daerah.

4. SatuanPolisiPamongPrajayangselanjutnyadisebutSatpolPPadalahPerangkat

DaerahyangdibentukuntukmenegakkanPeraturanDaerahdanPeraturanWali

Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta

menyelenggarakanpelindunganmasyarakat.

5. CoronaVirusDisease2019yangselanjutnyadisebutCOVID-19adalahpenyakit

menularyangdisebabkanolehSevereAcuteRespiratorySyndromeCoronavirus2.

6. Gugus Tugas/Satuan Tugas adalah Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan

PenangananCOVID-19yangdibentukdiDaerah.

7. PenyidikPegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPPNSadalahpegawai

negerisipilyangdiberitugasmelakukanpenyidikanterhadappelanggaranatas

PeraturanDaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

8. SuratTanda BuktiPelanggaran yang selanjutnya disingkatSTBP adalah Surat

TandaBuktiPelanggaranyangmemuatidentitaspelanggar,jenispelanggaran,jenis

sanksi,tindakanyangharusdilakukanolehpelanggar,bataswaktupemenuhan

sanksidankonsekuensiapabilasanksitidakdipatuhiyangditandatanganioleh

PPNS.

BABII

RUANGLINGKUP

Pasal2

RuanglingkupPeraturanWaliKotainimeliputi:

a. pelaksanaan;

b. pemantauandanevaluasi;

c. sanksiadministratif;

d. tatacarapelaksanaandanpengenaansanksiadministratif;

e. sosialisasidanpartisipasi;dan

f. pendanaan.
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BABIII

PELAKSANAAN

BagianKesatu

Pelaksana

Pasal3

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya

pencegahandanpengendalianCOVID-19dilaksanakanoleh:

a. perorangan;

b. pelakuusaha;dan

c. pengelola,penyelenggaraataupenanggungjawabtempatdanfasilitasumum.

BagianKedua

Kewajiban

Pasal4

(1)Perorangansebagaimanadimaksuddalam Pasal3hurufawajibmelaksanakandan

mematuhiprotokolkesehatanyangmeliputi:

a. menggunakanalatpelindungdiriberupamaskeryangmenutupihidungdan

muluthinggadagu,jikaharuskeluarrumahatauberinteraksidenganoranglain

yangtidakdiketahuistatuskesehatannya;

b. mencucitangansecarateraturmenggunakansabundenganairmengalir;

c. pembatasaninteraksifisik;dan

d. meningkatkandayatahantubuhdenganmenerapkanperilakuhidupbersihdan

sehat.

(2)Pelakuusahadanpengelola,penyelenggara,ataupenanggungjawabtempatdan

fasilitasumum sebagaimanadimaksuddalam Pasal3hurufbdanhurufcwajib

melaksanakandanmematuhiprotokolkesehatanyangmeliputi:

a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan

pengendalianCOVID-19;

b. penyediaan sarana cucitangan pakaisabun yang mudah diakses dan

memenuhistandarataupenyediaancairanpembersihtangan;

c. upayaidentifikasidanpemantauankesehatanbagisetiaporangyangakan

beraktivitasdilingkungankerja;
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d. upayapengaturanjagajarakdenganjarakpalingdekat1(satu)meter;

e. pembersihandandisinfeksilingkungansecaraberkala;

f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam

penularandantertularnyaCOVID-19;dan

g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi

penyebaranCOVID-19.

BagianKetiga

TempatdanFasilitasUmum

Pasal5

Tempatdanfasilitasumum sebagaimanadimaksuddalam Pasal3hurufcmeliputi:

a. perkantoran/tempatkerja,usahadanindustri;

b. sekolah/institusipendidikanlainnya;

c. tempatibadah;

d. stasiun,terminal,pelabuhandanbandarudara;

e. transportasiumum;

f. toko,pasarmodern,danpasarrakyat;

g. apotekdantokoobat;

h. warungmakan,rumahmakan,cafe,danrestoran;

i. pedagangkreatiflapangan/lapakjalanan;

j. perhotelan/penginapanlainyangsejenis;

k. tempatwisata;

l. fasilitaspelayanankesehatan;

m.areapublik,tempatlainnyayangdapatmemungkinkanadanyakerumunanmassa;

dan

n. tempatdanfasilitasumum yangharusmemperhatikanprotokolkesehatanlainnya

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BABIV

PEMANTAUANDANEVALUASI

Pasal6

(1)WaliKotamelakukanpemantauandanevaluasipenerapandisiplindanpenegakan

hukum protokolkesehatansebagaiupayapencegahandanpengendalianCOVID-19.

(2)Dalam melaksanakanpemantauandanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat

(1)dibentuktim.
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(3)Tim sebagaimanadimaksudpadaayat(2)ditetapkandenganKeputusanWaliKota.

BABV

SANKSIADMINISTRATIF

Pasal7

(1)Peroranganyangmelanggarketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal4ayat

(1)dikenaisanksiadministratifberupa:

a. teguranlisandan/atautegurantertulis;

b. kerjasosial;dan/atau

c. tindakanpolisional.

(2)Pemberiansanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)disesuaikan

dengansituasidankondisipadasaatterjadipelanggaran.

(3)Kerjasosialsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbdapatberupa:

a. pembacaanjanjipatuhprotokolkesehatan;

b. aktivitasfisik;dan/atau

c. membersihkanfasilitasumum palingsingkat30(tigapuluh)menit,

denganmemakaitandasayapelanggarprotokolCOVID-19.

Pasal8

(1)Pelakuusahadanpengelola,penyelenggaraataupenanggungjawabtempatdan

fasilitasumum yangmelanggarketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal4

ayat(2)dikenaisanksiadministratifberupa:

a. teguranlisandan/atautegurantertulis;

b. penghentiansementaraoperasionalusaha;dan/atau

c. pencabutanizinusahasementara.

(2)Penghentiansementaraoperasionalusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufbdiberikanapabilatelahdikenaisanksiadministratifberupateguranlisan

dan/atautegurantertulisdenganjangkawaktupalinglama7(tujuh)hari.

(3)Penghentiansementaraoperasionalusahasebagaimanadimaksudpadaayat(2)

dilaksanakanuntukjangkawaktupalinglama14(empatbelas)hari.

(4)Pencabutanizinusahasementarasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

dilakukanapabilatelahdikenaisanksiadministratifberupapenghentiansementara

operasionalusahadenganjangkawaktupalinglama3(tiga)bulan.

BABVI

TATACARAPELAKSANAANDANPENERAPANSANKSIADMINISTRATIF
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Pasal9

(1)WaliKotamelaluiSatpolPPmemberikansanksikepadaperorangan,pelakuusaha

danpengelola,penyelenggaraataupenanggungjawabtempatdanfasilitasumum

yangmelanggarketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal4.

(2)Pemberiansanksisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukanmelalui:

a.pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Satpol PP bersama

PerangkatDaerahdan/atauinstansiterkait;dan/atau

b.laporanataupengaduanmasyarakat.

(3)Dalam halberdasarkanpemantauan,pengawasanataupemeriksaan/raziadan/atau

laporanataupengaduanmasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(2)terbukti

adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan WaliKota ini,PPNS

menerbitkanSTBPkepadapelanggaryangberisikan:

a. identitaspelanggar;

b. ketentuanpasalyangdilanggar;

c. tindakanyangharusdilakukanpelanggar;dan

d. bataswaktupemenuhansanksi.

(4)PPNSyangtelahmenerbitkanSTBPsebagaimanadimaksudpadaayat(3),dalam

waktu1x24(satukaliduapuluhempat)jam,wajibmenyampaikanlaporanbeserta

berkaspelanggarankepadaKetuaGugusTugas/SatuanTugas.

(5)STBPsebagaimanadimaksudpadaayat(4)dibuatdalam rangkap3(tiga),dengan

ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar,1 (satu) rangkap

disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas dan 1 (satu)rangkap

disimpansebagaiarsipPPNS.

Pasal10

Dalam pelaksanaandanpenerapansanksisebagaimanadimaksud dalam Pasal9,

SatpolPP berkoordinasidengan instansiterkait,tentara nasionalIndonesia dan

kepolisiannegararepublikIndonesiasertaKetuaGugusTugas/SatuanTugas.

BABVII

SOSIALISASIDANPARTISIPASI

Pasal11

(1)WaliKota melaluiPerangkat Daerah yang membidangikesehatan dengan

melibatkanPerangkatDaerahterkaitmelakukansosialisasiterkaitinformasidan

edukasipencegahandanpengendalianCOVID-19kepadamasyarakat.
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(2)Dalam pelaksanaan sosialisasisebagaimana dimaksud pada ayat(1)dengan

melibatkanforum komunikasipimpinandiDaerahdanpartisipasisertaperanserta:

a. masyarakat;

b. pemukaagama;

c. tokohadat;

d. tokohmasyarakat;

e. organisasikesehatan;dan

f. unsurmasyarakatlainnya.

BABVIII

PENDANAAN

Pasal12

Segalabiayayangtimbuldalam pelaksanaanPeraturanWaliKotainidibebankanpada:

a. anggaranpendapatandanbelanjaDaerah;dan

b. sumberlain yang sah dan tidakmengikatsesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal13

PeraturanWaliKotainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanWaliKota

inidenganpenempatannyadalam BeritaDaerahKotaBontang.

DitetapkandiBontang

padatanggal…

WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI

DiundangkandiBontang

padatanggal…

SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,
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AJIERLYNAWATI

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN…NOMOR…


